SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/745-KUM /2025

TENTANG

PENGGANTIAN SEMENTARA BENDAHARA PENERIMAAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang :

Mengingat

[u—y

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas
Kesehatan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Tanah Laut Nomor : 500.7/398/SEKR/V /2025 tanggal
26 Mei 2025 Perihal : Usulan Bendahara Penerimaan
Pengganti Sementara, perlu melakukan penggantian
sementara Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut;

bahwa untuk melakukan penggantian Sementara
Bendahara Penerimaan sebagai dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penggantian Sementara
Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor &8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 60);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 65);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);



Menetapkan :
KESATU

KEDUA

KETIGA

15.

16.

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2024 Nomor 48),

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Keputusan Bupati tentang Penggantian Sementara
Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun
Anggaran 2025.

Membebastugaskan sementara Saudari MERI AFIZA,
S.Pt NIP. 19860421 201903 1 005 dan menetapkan
Saudara YAYAN ANDRIANTO NIP. 19910619 201504 1
003 sebagai Bendahara Penerimaan Sementara Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah
Laut Tahun Anggaran 2025.

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan
kewenangan sebagai berikut:

a. menerima penerimaan yang bersumber dari
pendapatan asli daerah;
menyimpan seluruh penerimaan;

c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak
ketiga ke rekening kas umum daerah (kecuali BLUD)
paling lambat 1 (satu) hari kerja;

d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang
diterima melalui bank;

e. menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang
menjadi tanggung jawabnya; dan

f. melaporkan pertanggungjawaban penerimaan
kepada Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan
Piutang pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut

Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan sampai dengan Bendahara Pengeluaran
definitif kembali melaksanakan tugas.
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Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO



